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karena Ksbiiakan Beru ba h-u ba h

,.ee!um bisanYa disaluftan , ,:

bantuan kepada niasYarakat

vang terdamPak Corona meski

belaksanaan Pembatasan Sosial

Berskala Besar {PSBB) sudah ,

.berlengsung seBan lcrena
adarya kebijakan YQng beruban

. r-bah terkaltPehdgtilan ' '.'
el''. ' ': ': -

'Awalnya dari Provinsi qntuk
Padang diberikan kuota 8.049
kepala keluarga dikali lima jiwa
dengan jumlah total 40.245 dan

nominal bantuan RP600 ribu Per
bulan. Data ini zudah dimasuk-
kan ke provinsi pertama kali,'lka-
ta Kepala Dinas Sosial Padang
Afriadi di Padang.

Lalu, terjadi Pengurangan
jumldh penerima dan 40 -245 tu-
hah"thngga menjadi 1'3.415 ru'
mah tangga.

Kemudian, format Pendataan
diminta perbarui dengan ber-
basis nama dan alamat ditambah
dengan nomor induk kePendu-
dukin serta nomor teldPon selu-
Ier dan temPat lahir.

"Terahg saja Perubahan ini
menyu*ahkan Para RT dan RW

yang sebelumnYa sudah melaku-

PADANG - SINGGALANG
kan pendataan kemudian harus

-"-intu data lainnY\ sePerti
nomor HP dan tempat lahir. Bisa

dibayangkan betaPa repotnya
para RT dan RW termasuk jaja-
ian Dinas Sosial dan ini tidak ha-

nya di Padang taPijuga se Su{n-

lrar." laqiut dia. 
:

Selain itu untuk bantuan Pusat
juga terdapat perhed aan'validasi
Lniuru vang oitat<ut<an Pusat de-

ngan Dinas Sosial.
. Pada 17 APril 2020 mengacu
surat dari Kementerian Sosial ten-
tang aiokasi Pagu Penerima ban-
tuan, sosial tunai dengan kuota
nnhrk Padan g 28.59 4 rumah tang-

: ga dengan nominal bantuan RP600 ' .

ribu diberikan rurttrk tiga bulan.
Menurut dia Penerima bantu-

an s,osial tunai tersebut diPrio-
ritaskan bagi keluarga terdam-
pak yang,teldaftar dalq,m-Dat4 ,

terF"iiau: reselahteraan So sial
'dan bukan Penerirna Program
Keluarga HaraPan dan sembako'

Kemudian Penerima bantuan
sosial yang berbasis nama dan
alamat tersebut Pad'a 23 APril
2020 datanya diunggah ke situs

SIKS-NG Kementellan Sosial.
Ternyata dati 24.61"5 keluarglr

yang dimasukkan 1 8.096 dinla;
iakan valid dan 6'519 tidak valid
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karena tidak cocok NIK dengan
data Catatan Sipil di pusat.

Kemridian pada pukul 21.00
WIB dihariyang sama Citus ter-.,
sebut mengalami masalah dan
unggahan data penerima bairtu-
an sosial di Padang berubah jadi
nol. Aktrlrnyp data yang sudah di-
unggah terpaksa dimasukkan

:ulang deiEgaglasil l-8,096 kepai
lakelubrga valid dan 10.498 ke-
pala keluarga belum difinalisasi
oleh Dinas Sosial Padang.

Selanjutnya, pada 28 April
2020 Kementerian Sosial menge-
tuarkan data penerirna bantuan

!q1q! di Padang 26.659 kepala
kelu-argattanpa finalisasi Dinas
Sosial Padang., Akpu tetapi nat4a:{q4 alamat

...26;6&9 tersebut tidak bisa diakr
ses sebelum berita acara serah

pusat,dan provinsi sudall: fina.l.
Apalagi sudah ada surat eda-

ran ddri BPK dan (PK, pembe-
rian bantuan tidak boleh ganda
sehingga harus berhati-haii.

"Jika sudah selqsai data dari
pusat dan pro.vlnsi:sddah final
.m-aka pihaknya, akan' mpmilah
dhta kepala keluarga yang letum
mendapatkpn bantuan untuk
segera disalurkan,'. ujqrnya.
.,.Sebelumnya Gubgrnur Iiwan
Prayitno meminta masyarakht
memahami jika ada'keteilamba-
tan penyaluran bantuan sosial

lahlq I untuk warga terdampak
Covid-l9 karena butuh waktu
untuk validitas data penerima.

Menurut Gubernur, bantuan
ini ada beberapa sumber yaitu
dari pusat seperli Program Ke-
luarga Harapan (PKH), Bantuan

Non Tirnai dltau Pra,
Ou*,bUirtuan:, claii'pifii' i

tidak sd;lrai dengan data yangdi-'
u$ulkan sejak awal. Sehiagga
muncul persoalan baru.

4

. Sern-enJara unfuk;. bEntu4n
dari Padang pihaknya masih
menunggu finalisasi data dari'
pusat daq providsi. o, ,l , ., -,, , '

,Ia menyebutkan Pemko telah ,

mdndata $3;237 kepala keluarga
da*":l'a,rqatafi dibairkan jika data '

vinsikemudian bantuan dari ka-
bupaten/kota.

.i'Bantuan' itu,tidak ada boleh
qand_a.Yang sudah dapat PKH, ti-
dak dapat lagi bantuan dari pro-
vinsi atau kabupaten/kota. Begi-
tu juga yang sgdah dapat ban-
tuan pangan non tunai tidak da-
pat lagi bantuan yang lain," se-
butnya. (40b)
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